
 

 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN  

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI  

 

I. UMUM 

Misi utama Pendidikan Tinggi adalah mencari, menemukan, 

menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut 

dapat diwujudkan, maka Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara 

Pendidikan Tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi 

apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga  

Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan 

kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.  

Tugas utama negara di dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

adalah menjamin mutu Pendidikan Tinggi sehingga kepentingan 

masyarakat tidak dirugikan. Sedangkan tugas utama negara dalam 

Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah untuk menjamin agar otonomi 

Perguruan Tinggi dapat diwujudkan. 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, Peraturan Pemerintah ini 

dirancang dan ditetapkan untuk mengatur tugas dan wewenang serta 

pelaksanaan tugas negara tersebut oleh Pemerintah. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 . . .  
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Pasal 2  

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas.  

Pasal 5  

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10  

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 . . .  
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Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 

Huruf b . . .  
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Huruf b  

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Huruf a) 

Cukup jelas. 

Huruf b) 

Cukup jelas. 

Huruf c) 

Cukup jelas. 

Huruf d) 

Dalam hal sumber daya manusia tersebut 

berstatus pegawai negeri sipil, pemberhentian 

yang dimaksud bukan pemberhentian yang 

bersangkutan sebagai pegawai negeri sipil, 

tetapi pemberhentian sebagai pegawai PTN 

Badan Hukum. Wewenang memberhentikan 

yang bersangkutan dari statusnya sebagai 

pegawai negeri sipil ada pada Pemerintah.  

Angka 5 

   Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 . . .  
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Pasal 27 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)   

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)   

Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” antara lain peraturan perundang-undangan 

mengenai yayasan, wakaf, atau perkumpulan. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)   

Yang dimaksud dengan “fungsi komplementer” adalah 

fungsi melengkapi unsur lain yang sudah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah ini. 

Ayat (4) . . .  
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Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Cukup jelas. 

Ayat (8)   

Cukup jelas. 

Ayat (9)  

Cukup jelas. 

Ayat (10)  

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Ayat (6) . . .  
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Ayat (6)   

Yang dimaksud dengan “fungsi komplementer” adalah 

fungsi melengkapi unsur lain yang sudah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah ini. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9)   

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud sesuai dengan “ketentuan peraturan 

perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-

undangan mengenai yayasan, wakaf, atau perkumpulan. 

Pasal 32 

Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

 

 

 Huruf c . . .  
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Huruf c 

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang 

dimuat Statuta Perguruan Tinggi adalah sistem 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Perguruan 

Tinggi yang bersangkutan berdasarkan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi.  

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “sistem pengelolaan” adalah 

sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi, termasuk antara 

lain organisasi tata kelola Perguruan Tinggi dan 

organisasi kemahasiswaan. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 . . .  



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
-9- 

 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 
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